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KATA PENGAITTAR
sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah kami memuji-Nya dan
perlindungarl petunjuk serta ampunan kepada-Nya, dan kami juga memohon
perlindungan kepadaNya dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kami
sebab sesungguhnya barang siapa yang diberi kepada Allah, maka tidak
seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh
Allah maka tidak ada seorangpun yang dapa{memberinya petunjuk.
salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan Allah swr kepada
Rasulullah Muhammad sA\V, sosok yang kita teladani dalam kehidupan kita.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh
dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
sifatnya membangun dari kesempurniun karya tulis ini. Demikian pula dalam
penulisan karya tulis ini penulis banyak mendapat bantuan dan arahan dari
berbagai pihak.
oleh karena itn, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggltingginya kepada semua yang telah
memberikan bantuan dan arahannya.
Jakarta, September 2007
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka memenuhi tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat
adil dan makmur, maka pembangunan di segala bidang harus digalakkan'
Pembangunan tersebut dilaksanakan Secara bertahap, terus-menerus dan
berkesinambungandaritingkatpusatsampaikedaerah.
SesuaiKetetapanMPRRlNo.ll/MPR/lggStentangGarisgarisBesar
Haluan Negara dijelaskan bahwa: Pembangunan Daerah sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui pemberdayaan
masyarakat, otonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan
kelembagaan dan penguasaan teknologi, kemampuan pengelolaan
keuangan daerah secara terpadu, efektif dan efisien, kerjasama ekonomi
antar kawasan, peningkatan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan
daerah untuk mencapai kemajuan, kemandirian daerah dan kesejahteraan
masyarakat secara merata diseluruh tanah air.(1998:93).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada daerah diberikan hak
otonomi yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten' Pemberian otonomi
tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dalam
penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan'
2Dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerahnya, berarti daerah mempunyai hak untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya tanpa campur tangan pihak lain,
adalah sangat tepat karena dengan demikian daerah sudah memiliki
kekuatan hukum untuk menentukan kebijaksanaan dalam mengelola
daerahnya. Meskipun pada dasarnya tetap dikoordinir oleh pemerintah pusat
atau pemerintah tingkat atasnYa.
SesuaidenganketentuanUndang.UndangNo.22Tahun1999
Tentang Pemerintahan di Daerah, pasal 10 ayat (1), telah dinyatakan bahwa:
"Daerah berwenang mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan
bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan."
Penetapan Daerah Kabupaten sebagai titik berat pelaksanaan
otonomi daerah didasarkan pada berbagai perhitungan dan pertimbangan
yang sangat matang, yaitu bahwa yang langsung berhadapan dengan
masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui
aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka diharapkan dapat
dirumuskan berbagai kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan,
sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum di dalam penjelasan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:
Hal-hal yang mendasar dalam undang-Undang ini adalah mendorong untuk
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
meningkatkan peran serta rnasyarakat, mengembangkan peran dan fungsi
DPRD. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menempatkan otonomi daerah
se€ra utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota' Daerah Kabupaten
dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai
kewenangan dan keteluasaan untuk membentuk dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat'
Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, di perlukan kewenangan
dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh
perimbangan keuangan antara provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan
prasarat dalam sistem Pemerintahan Daerah'
yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan
Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan
semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama sertia
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan
pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari
perenca naan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi'
Otonomi nyata adalah keleluaaan Daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. sedangkan yang
4dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi' berupa
peningkatan pelayanan kehidupan dan kesejahteraan yang semakin baik'
pengembangankehidupandemokrasi,keadilandanpemerataan,serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara
daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negarq Kesatuan Republik
lndonesia.
Jadi titik berat pembiayaan pembangunan di daerah diletakkan pada
daerah itu sendiri untuk mengelola keuangannya sendiri dari Pendapatan Asli
Daerah. Hal ini dikarenakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah
sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh ketersediaan dana daerah' sebagai
sumber utama pembiayaan otonomi daerah, sebab semua urusan rumah
tanggayangdiserahkankepadadaerahKabupaten,pembiayaannya
dibebankan pada APBD, di mana sumber penerimaan APBD adalah berasal
dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri'
Di samping itu, diperlukan pula peningkatan prakarsa dan partisipasi
masyarakat guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu
sumber pendapatan daerah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan kemampuan
serta perlc..aikan aparatur pemerintah daerah, guna mewujudkan otonomi
daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab'
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Salah satu dari sekian banyak jenis sumber pendapatan Asli Daerah
yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar adalah retribusi
sampah yang dasar hukum pemungutannya diatur berdasarkan Perda No' 9
Tahun 1994.
sebagai kota terbesar di sulawesi selatan yang juga terbesar se
lndonesia Timur, Makassar tentunya mempunyai permasalahan yang
kompleks seperti halnya kota besar lainnya. Permasalahan yang biasa
dihadapi oleh daerah perkotaan seperti masalah kependudukan' transportasi'
tata kota dan juga masalah sampah. Kehidupan kota yang sangat padat
dengan mobilitas tinggi tentunya membawa konsekuensi pada banyaknya
limbah sampah yang dihasilkan oleh warganya. Jumlah penduduk yang
meningkat semakin tinggitentunya juga memicu semakin tinggi sampah yang
dihasilkan, sementara itu, di sisi lain jumlah lahan yang dijadikan tempat
sampah, baik yang sementara maupun akhir (TPA) semakin terbatas'
permasalahan tersebut tentunya membutuhkan penanganan yang
@rmat, karena kalau mekanismenya tidak cepat, maka Makassar sebagai
kota yang selama ini bersih akan menjadi kota sampah' Masalah-masalah
tersebut tentunya akan dapat diatasi apabila ada kesadaran warga untuk
membuang sampah pada tempatnya, sarana dan prasarana pengangkutan
sampah yang cepat, dan ketersediaan tempat penampungan sampah
sementara dan TPA (tempat Pembuangan Akhir) ySttg baik yang memenuhi
; unsur-unsur AMDAL dan kesehatan yang tentunya juga harus jauh dari
pemukiman pendudgk.
6Upayamemenuhisemuafasilitastersebuttentunyamembutuhkan
dana yang tidak sedikit. untuk itu, Pemerintah Kota Makassar harus 
kreatif
dan inovatif dalam pengelolaan sampah di kotanya, sehingga dalam
pengelolaannyatidakkemudianmenjadibebanbagikeuangandaerah,tapi
justru di era otonomi daerah sekarang ini optimalisasi penerimaan retribusi
sampah dapat menjadi salah satu sumber penerimaan aslidaerah yang akan
berguna bagi kelangsungan pembangunan didaerah' \
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi
permasalahanpenelitiansepertiyangdirumuskansebagaiberikut:
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi
samPah di Kota Makassar?
2. Apakah realisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar selalu
mencapaitarget dalam lima tahun terakhir?
G. Tujuan Penelitian
Penelitianinimempunyaitujuansebagaiberikut:
1. Untuk mengetahui faktor-faldor yang mempengaruhi realisasi penerimaan
retribusisampah di Kota Makassar'
2. untuk mengetahui realisasi penerimaan retribusi sampah di Kota
Makassar selalu mencapaitarget dalam lima tahun terakhir'
D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat terbagi ke dalam kegunaan
akademis dan kegunaan praktis, yaitu:
1. Kegunaan akademis, yaitu: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna
atau bermanfaat sebagai suatu hasil temuan, baik untuk menunjang
pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitian-
penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai suatu bahan informasi atau masukan terhadap Pemerintah Kota
dan Pemerintah Daerah pada umumnya dan khususnya Pemerintah Kota
Makassar mengenai optimalisasi penerimaan retribusi sampah sebagai
salah satu sumber penerimaan asli daerah dalam rangka pelaksanaan
otonomidaerah.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Retribusi
Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976:822) retribusi diartikan
sebagai; "Pengambilan, penggantian, pungutan uang oleh pemerintah
(kotapraja, dan sebagainya) sebagai balas jasa".
Dari batasan tersebut diatas, dengan jelas memberikan gambaran
kepada kita bahwa retribusi merupakan pungutan uang yang dilakukan oleh
aparat pemerintah atas inisiatif pemerintah sendiri terhadap orang-orang
yang telah menggunakan jasa pemerintah.
Untuk memperoleh pengertian secara mendetail mengenai retribusi,
maka berikut ini akan dikemukakan pendapat para ahli di bidang perpajakan'
antara lain:
M. Suparmoko (1982:52) mengemukakan bahwa:
"Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di
mana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung
diterima dengan adanya pembayaran retribusitersebut, misalnya uang
pangkal (parkir), uang langganan air minum dan sebagainya."
Sedangkan menurut Soejamto (1991: 82), beliau menegaskan bahwa:
""Retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk iasa yang oleh
negara sebagai imbalan langsung yang berkepentingan".
, ..):
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umum adalah,,pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan 
oleh
merekayangmenggunakanjasa-jasanegara.Ataurnerupakansuatuiuran
kepadapemerintahyangdapatdipaksakandanjasa,baliksecaralangsung
dapat dituniuk, paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa 
saja yang tidak
merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut'
Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di muka, sedikit 
banyak telah
memberikankejelasankepadakitaapaitupajakdanapaituretribusi.Tetapi
untuk memberikan gambaran yang lebih ielas lagi mengenai 
retribusi' maka
ada baiknya diuraikan perbedaan antara pajak dan retribusi dilihat dari
batasan-batasan sebelumnya karena ada sebagian ahli di bidang 
perpajakan
memasukkan kedua hal ini ke dalam istilah pungutan' Di samping 
itu
masyarakat sebagai subyek terkadang tidak bisa membedakan 
yang mana
pajakdanyangmanaretribusi,sebagianmasyarakatmenganggapsemua
jenispungutanadalahpajak.Padahalituhanyasalahsatuienispungutan.
Berdasarkan hal-hal seperti inilah sehingga perbedaan keduanya 
perlu
diperjelas
Adapun perbedaan pajak dengan retribusi dapat diuraikan sebagai
berikut:
l.Lapanganpajak(paiakdaerah)adalahlapanganyangbelumdiusahakan
oleh pemerintah atasannya (pemerintah Pusat atau Dati l). jadi lapangan
pajakyangsamatidakbolehdiusahakanataudipungutolehduaatau
lebih instansi/pihak. Dalam artian kekembaran dalarn lapangan pajak tidak
dibolehkan, sedangkan dalam retribusi kekembaran itu diperbolehkan'
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2. Pajak dipungut tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya pemberian 
jasa
oleh negara. sedangkan pada retribusi, tingkat prestasinya bersifat
langsungdalamartibahwapungutanretribusididasakanpada
pemakaianataupenggunaanjasayangdisediakanolehpemerintah.
3.Padapajakunsurpaksaannyabersifatpidana,sedangkanretribusiunsur
paksaannyabersifatekonomis.Artinyakalautidakmembayariuranmaka
yangbersangkutantidakdiperkenankanmenikmatijasadarinegara.
4.Padapajaksifatnyaberlakuumum,artinyaberlakubagisetiaporangyang
memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak' sedangkan pada retribusi
hanyaberlakubagiorang-orangtertentuyanglangsungditunjuk.
5. Pada umumnya pajak dikenakan setahun sekali' sedangkan retribusi bisa
dikenakan berulang-kali terhadap seseorang sepanjang ia berulang-kali
pula menikmati yang disediakan oleh pemerintah'
Daribeberapaperbedaanyangtelahdikemukakandiatas,maka
secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa keunggulan utama 
sektor
retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan
kontra prestasi di mana tidak ditentukan secara limitative seperti halnya
sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada
atau tidaknya iasa yang disediakan pemerintah oleh sebab itu 
sebenarnya
pemerintah dapat saja mengusahakan retribusi sebanyak-banyaknya selama
ia dapat menyediakan jasa untuk itu' :'
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B. JenisJenis Retribusi
Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah tingkat l,
berlandaskan pada Pasal 58 Undang-undang No' 511974 dan juga
berdasarkan Undang-undang Darurat No' 12 tahuh 1957 '
sedangkan mengenai jenis-jenis retribusi yang dikelola oleh Daerah
Tingkat I dan Tingkat ll, Yaitu:
1. Jenis-jenis retribusi berdasarkan undang-undang No. 12 DrL Tahun 1957
antaralain:uangleges,uangtolbeajalan,beapangkalandanbea
penambangan, bea pembantaian dan pemeriksaan, uang sempadan dan
izin bangunan' retribusiatas pemakaian tanah, bea penguburan.
2. Jenis-jenis retribusi berdasarkan Peraturan Mendagri No' 11 Tahun 1975'
antara lain : retribusi tambak-tambak ikan, pengambilan pasir dan batu,
uang pembantaian, jembatan timbang, retribusi stasiun bis dan taksi,
reklame, retribusi pasar, pesanggrahan dan lain sebagainya-
Akan tetapi dalam perkembangan hingga saat ini, ienis retribusi yang
dinyatakan/diserahkan kepala daerah adalah sebagai berikut :
Untuk Daerah Tingkat I Yaitu:
1. Retribusi pengambilan pasir, kerikil, dan mineraltertentu (galian C);
2. Retribusi pemakaian tanah;
3. Uang leges;
4. Retribusipintu air;
5. Uang tol, bea ialan, bea pangkalan, dan bea penambangan;
6. Retribusi pemeriksaan kendaraan bermotor;
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7. Retribusipemeriksaan anjing, kucing, kera yang dibawa keluar provinsi;
B. Bea pemacakan;
9. Uang sekolah kejuruan;
10. Bea tanah dan propinsi.
Sedangkan untuk daerah tingkat ll
diserahkan adalah sebagai berikut:
1. Uang leges;
2. Bea jalan, jembatan dan tol;
3. Bea pengapalan;
4. Bea penambangan;
5. Bea pemeriksaan/pembantaian hewan;
6. Uang sewa tanah/bangunan;
7. Uang sempadan dan izin bangunan;
8. Uang pemakaian tanah milik daerah;
9. Bea penguburan;
10. Retribusi pengerukan kakusM/C;
11. Retribusi pelelangan ikan;
12.lzin perusahaan industri kecil;
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
14. Retribusijembatan timbang; ,
15. Balai pengobatan;
16. Stasiun bis dan taksi;
17. Retribusi reklame; i-
jenis-jenis retribusi yang telah
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18. Retribusi pasar;
19. Sewa pesanggrahan;
20. Retribusi pengeluaran hasil pertanian, hasil hutan dan hasil laut;
21 . Retribusi tempat rekreasi.
Itulah jenis-jenis retribusi yang sekarang dinyatakan/diserahkan
kepada Daerah Tingkat t dan daerah tingkat ll untuk dikelola. Akan tetapi baik
jumlah maupun jenis retribusi di atas, bisa saja tidak sama untuk setiap
daerah di lndonesia. Oleh karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa
batasan utama sektor retribusi terletak pada ada atau tidaknya jasa yang
disediakan oleh pemerintah. Jadi, antara daerah yang satu dengan daerah
yang lainnya bisa tidak sama retribusi yang dikelola, tergantung kemampuan
daerah tersebut untuk menyediakan jasanya dan juga tergantung dari potensi
yang dimiliki daerah masing-masing.
Kotamadya Makassar sebagai salah satu sebagai ibukota dari propinsi
Sulawesi Selatan mengelola jenis retribusi sebagai berikut :
Ne JenisAetrlbsst
1 Uang Legas
2 Dispensasijalan
3 Retribusi Pangkala Hasil Bumi
4 Pemeriksaan/pembantraian
hewan
Sewa tanah/bangunan
Sempadan/ izin bangunan
Oasar Petatsanaan
Perda No. I Tahun 1994
Perda No. I I Tahun 1987
Perda No. 7 Tahun 1994
Perda No. 10 Tahun 1987
- +,:'
Perda No. 8 tahun 1990
Perda No. 9 tahun 1987
5
6
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7 Pengujian kendaraan tidak
bermotor
Stasiun-Bis dan Taksi
Rumah SakiUBalai Pengobatan
Tempat Rekreasi
Retribusi Pasar
Retribusi Huller
lzin H.0 (gangguan)
Hasil Pelelangan Ex ornament
lzin penggilingan
Persewaan alat-alat berat
Retribusi samPah/kotoran
Retribusi Parkir kendaraan
Retridusi Peralatan
Pengeluaran hewan
Kartu caP milik hewan
Retribusi alat tangkaP ikan
KTP/Kartu keluarga
lzin trayek
Kendaraan keluar masuk
pelabuhan
Biaya penggantian dokumen
lelang 
_-._
Perda No. 4 tahun 1946
Perda No. 15 tahun 1991
Perda No. Ttahun 1991
Perda No. 12 tahun 1991
Perda No. 9 tahun 1995
Perda No. 7 tahun 1990
Perda No. 8 tahun 1983
Perda No. 6 tahun 1985
Perda No. 7 tahun 1990
Perda No. 9 tahun 1989
Perda No. 9 tahun 1994
Perda No. 7 tahun 1981
Perda No. 2 tahun 1995
Perda No. 3 tahun 1985
Perda No. 6 tahun 1984
Perda No. 6 tahun 1985
Perda No. ltahun 1995
Perda No. 3 tahun 1991
Perda No.4tahun 1995
8
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Perda No. 7 tahun 1995
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27 HasilPenjualan milik Pemda Perda No. 3 tahun 1976
G. Subyek dan Obyek Retribusi Pendapatan
oleh karena retribusi pendapatan termasuk suatu hukum atau
peraturan, maka dengan sendirinya subyek dan obyeknya masuk dalam
kategori subyek dan obyek suatu hukum. Apakah yang dimaksud dengan
subyek dan obYek hukum?
Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak'
yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek
hukum. Dewasa ini subyek hukum itu terdiri dari: 1) Manusia (nartuurliike
persoon), dan 2) Badan hukum (rechtspersoon)
sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warga negara ataupun
orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah
subyek hukum. sebagai subyek hukum, sebagai pembawa hak manusia
mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan satu
tindakan hukum.
Sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum ialah segala sesuatu
yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek sesuatu
perhubungan hukum. Biasanya obyek hukum itu disebut "benda". "Menurut
Hukum Perdata, dimiliki orang (vide pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum
Sipil (KUHS)".
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D. Pengertian PendaPatan Daerah
Sebelummengetahuilebihjauhtentangpengertianpendapatan
daerah itu sendiri terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian
dari pendapatan. Pengertian pendapatan sebagaimana yang terdapat dalam
ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1994 pasal 2 b, yakni "Pendapatan
adalah jumlah atau nilai uang selama tahun takwin"' Selanjutnya mengenai
pengertian daerah berdasarkan pasal 1 e undang-Undang Nomor 5 tahun
1974 menurut Sujamto, et.al. (1991:276,1adalah sebagai berikut:
..Kesatuanmasyarakathukumyangmempunyaibataswilayahtertentu
dan berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus
rumah tangganya ,"ndiri dalam ikatan negara kesatuan Republik
lndonesia."
selanjutnya mengenai pengertian pendapatan daerah sebagaimana
yang terdapat pada Penuntun Pajak dan Retribusi Daerah DKI (1984:19)
bahwa "Pendapatan daerah di dalam arti sempit adalah perolehan dari
lingkungan pemerintah daerah". lni berarti pendapatan daerah merupakan
semua penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah'
pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan lainlain
pendapatan Yang sah.
E. Sumber€umber Pendapatan Daerah 
",
Berdasarkan undang-undang No, 22 pasal 79 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka sumber pendapatan daerah dapat dibedakan
atas pendapatan aslidaerah dan pendapatan non aslidaerah-
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1. Pendapatan Asli Daerah, terdiridari:
a. Hasil Paiak Daenh
Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah di samping
retribusi daerah dan lainlain sumber pendapatan daerah- Berdasarkan
Undang-UndangNo.18Tahun1997pasal2'jenispajakdibedakanatas:
1). Jenis Paiak Daerah Tingkat lTerdiri dari:
a.PajakKendaraanBermotoradalahpajakataskepemilikandanatau
penguasaankendaraan.KendaraanbermotoradalahSemua
kendaraanberodaduaataulebihbesertagandengannyayang
digunakan dijalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motoratauperalatanlainnyayangberfungsiuntukmengubahsuatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak motor yang
bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar'
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang teriadi karena jual beli, tukar-
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan
bakar yang disediakan atau diahggap untuk kendaraan bermotor'
2) Jenis Pajak Daerah Tingkat llterdiri dari:
a.PajakHoteldanRestoranadalahpajakataspelayananhoteldan
restoran.
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b.PajakHiburanadalahpaiakataspenyelenggaraanhiburan.Hiburan
adalahsemuaienispertuniukan'permainan'danataukeramaian
dengannamadanbentukapapunyangditontonataudinikmatisetiap
orangdengandipungutbayaran,tidaktermasukpenggunaanfasilitas
untuk berolahraga.
c.PajakReklameadalahpaiakataspenyelenggaraanreklame.Reklame
adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk
susunan dan corak ragamnya. untuk tujuan komersial' dipergunakan
untukmemperkenalkan,menganjtrrkanataumemujikansuatubarang
jasaatauorangyangditempatkanatauyangdapatdilihat,dibacadan
didengardarisuatutempatoleh.umumkecualiyangdilakukan
Pemerintah-
d.PajakPeneranganJalanadalahpajakataspenggunaantenagalistrik,
dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan
ialan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah 
Daerah'
e.PajakPengambilandanPengolahanBahanGalianGolonganCadalah
paiak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'
f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah paiak
atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permuk'aan untuk
digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan
dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah 
air
yangberadadiperutbumi,termasukmataairyangmunculsecara
F
I
2A
alamiahdiataspermukaantanah.Airpermukaanadalahairyang
berada di atas permukaan bumi' termasuk air laut'
b. Hasit Retribusi Daenh
Sumberpendapatandaerahyangpentinglainnyaadalahretribusi
daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang No' 18 Tahun 
1997' dijelaskan
bahwa:objekretribusiadalahberbagaijenisjasatertentuyangdisediakan
olehPemerintahDaerah.TidakSemuajasayangdiberikanolehPemerintah
Daerahdapatdipungutretribusinya,namunhanyajenis-jenistertentuyang
menurutpertimbangansosialekonominyalayakuntukdijadikansebagai
objekretribusi.Jasatertentutersebutdikelompokkandalamtigagolongan'
yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. (Manullang, 
1997:114).
Jadiretribusidibagiatastigagolongan,yaitu:
1). Retribusi Jasa Umum
Jasaumumadalahjasayangdisediakanataudiberikanoleh
pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan' 
Dalam penetapan
jenis-jenis retribusi ke dalam golongan retribusi lasa umum digunakan
i
kriteria sebagai berikut:
a.Jasatersebuttermasukdalamkelompokurusanpemerintahanyang
diserahkanPemerintahPusatkepadadaerahPemerintahDaerah
dalam rangka pelaksanaan asas dgsentralisasi'
b. selain melayani kepentingan-dan kemanfaatan umum' 
jasa tersebut
memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan 
yang
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diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan 
dan
pembuangansampahmemenuhikriteriadimaksud,sedangkan
pelayanankebersihanialanumummemenuhikriteriatersebut.
b.Dianggaplayakapabilajasatersebuthanyadisediakanataudiberikan
kepada orang pribadiatau badan yang membayar retribusi'
c. Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan
nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut'
d. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien' serta
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial'
e'Memungkinkanpenyediaanjasatersebutdengantingkatdanatau
kualitas PelaYanan Yang memadai'
2). Jasa Usaha
Jasausahaadalahjasayangdisediakanpemerintahdaerah
denganmenganutprinsipkomersialkarenapadadasamyadapatpula
disediakan oleh sektor swasta. Dalam menetapkan jenis-jenis jasa
retribusi ke dalam golongan Retribusi Jasa usaha digunakan kriteria
sebagaiberikut:
a. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya
disediakanolehsektorswastatetapibelummemadai.
b. Terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah, misalnya tanah'
bangunan, dan alat-alat berat' :'l
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3). Retribusi Perizinan Tertentu
PerizinantertentuadalahkegiatantertentuPemerintahDaerah
dalamrangkapemberianizinkepadaorangpribadiataubadanyang
dimaksudkanuntukpembinaan,pengaturan,pengendaliandan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang' penggunaan sumber
dayaalam,barang,prasarana'saranaataufasilitastertentuguna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan'
Dariketigapenggolonganretribusitersebutdiatas,RetribusiPasar
dapatdimasukkankedalamgolonganRetribusiUsaha,karenajasa
tersebutadalahjasayangbersifatkomersialyangseharusnyadisediakan
oleh sektor swasta tetapi belum memadai'
c.HasitPerusahaanMilikDaerah,hasilpengelolaankekayaandaenhyang
diPisahkan-
SumberpendapatanAsliDaerahselanjutnyaadalahPerusahaan
Daerah. Hasil Perusahaan Daerah diharapkan sebagai sumber 
pemasukan
bagi daerah. oleh karena itu dalam batas-batas tertentu penggolongan
perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada
prinsip ekonomi secara umum yakni efisien'
DidalampenjelasanumumUndang-UndangNo.22Tahun1999'
Perusahaan Daerah dirumuskan sebagai: suatu badan usaha yang dibentuk
olehDaerahdanuntukmenambahpenghasilanDaerah.
Jadi sifat Perusahaan Daerah sesuai dengan motif pendirian dan
pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan 
daerah'
memberi iasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, 
dan mengembangkan
perekonomian daerah
d. Lain-tain Pendapatan Daetah yang dianggap sah
Lainjainusahadaerahyangsahadalahhasildaerahyangdiperoleh
dari hasil usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan 
merupakan hasil
kegiatandanpelaksanaantugasdankewenanganperangkatPemerintah
Daerah Yang bersangkutan'
MenurutpenjelasanUndang-UndangNo.22Tahunlgg9Tentang
Pemerintahan Daerah, yang termasuk lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah
adalah sebagai berikut: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah antara
lain hasil peniualan'aset daerah dan jasa giro'
2. Dana Perimbangan
sebagai Daerah otonom, belum memungkinkan untuk menanggung
semuabiayadalamrangkadesentralisasi,lebihlebihdalammengambilalih
tugas pembantuan untuk dijadikan urusan rumah tangga sendiri'
oleh karena itu daerah memerlukan sumber pendapatan Asli Daerah
diantaranya Dana Perimbangan. Menurut ketentuan umum Undang-Undang
Republik lndonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Dana
Perirnbangan adalah dana yang bersumber dari penerirnaan APBN 
yang
dialokasikan kepada,,daerah untuk membiayai kebutuhan daerah 
dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi' '
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a. Bagian daerah dari penerimaan palak Bumi dan Bangunan, dan
penerimaan dari sumber daYa alam-
Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan
imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 907o untuk Pemerintah
Daerah. sedangkan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dibagi dengan perimbang an 2Qo/o untuk Pemerintah pusat dan
g0% untuk pemerintah Daerah. Kemudian 10% penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan dan 20% perolehan Hak Tanah dan Bangunan menjadi
bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada kabupaten dan kota'
Penerimaan dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak
dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
dibagi dengan imbangan sebagai berikut
- Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi yang berasaldari
wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85o/o untuk
Pemerintah Pusat dan 150/o untuk Pemerintah Daerah.
- Penerimaan negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari
wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 70o/o untuk
Pemerintah Pusat dan 30% untuk Pemerintah Daerah.
b. Dana Alokasi Umum
yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum di datam ketentuan
umum Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai berikut Dana
Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
Dana Alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari
penerimaan dalam negeri ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum
untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan
perkalian jumlah dana alokasi untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Porsi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud
merupakan proporsi bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh
lndonesia. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah
otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.
c. Dana AlokasiKhusus
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.
Dengan memperhatikan tersedianya dana APBN. Kebutuhan tertentu
yang dimaksud adalah:
- Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan' menggunakan
rumus alokasi umum, yaitu kebutuhan yang berslfit khusus yang
tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di
kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis
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investasi/prasaranabaru,pembangunanjalandikawasanterpencil,
saluran irigasiprimer, dan saluran drainase primer'
-Kebutuhanyangmerupakankomitmenatauprioritasnasional
termasukantaralainproyekyangdibayardonordanproyek-proyek
kemanusiaanuntukmemenuhikebutuhandasarmanusia.
3. Piniaman Daerah
Didalam memenuhi kebutuhannya daerah dapat melakukan 
pinjaman
yangdisesuaikandengankemampuandaerahdalamartikemampuanuntuk
membiayaipengeluaran,baikataskewajibanpinjamantersebutmaupun
pengeluaran lainnya seperti gaji pegawai serta operasional dan
pemeliharaan.
Yangdimaksudpinjamandaerahsesuaiyangtercantumdalam
ketentuan umum Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Pinjaman daerah 
adalah
semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari 
pihak lain
sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek
yang lazim teriadi dalam perdagangan'
Daerahdapatmelakukanpinjamandarisumberdalamnegeriyaitu
dari pemerintah pusat atau lembaga komersial dan atau penerbitan 
obligasi
daerah.
Daerah juga daPat
melalui Pemerintah Pusat,
melakukan pinjaman dari sumber luar negen
dalam pengertian bahwa pemerintah pusat akan
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melakukan evaluasi dari berbagai aspek mengenai dapat tidaknya usulan
pinjaman daerah untuk diproses lebih laniut. Dengan demikian pemrosesan
bbih lanjut usulan pinjaman daerah secara tidak langsung sudah
mencerminkan persetujuan pemerintah pusat atas usulan termaksud'
4. Lainlain Penerimaan Yang Sah
Lain{ain penerimaan sah antara lain
penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan
berlaku.
Untuk keperluan mendesak kepala daerah tertentu diberikan dana
darurat yang berasal dari APBN. Yang dimaksud dengan keperluan
mendesak adalah terjadinya keadaan yang sangat luar biasa yang tidak
dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, yaitu
bencana alam atau peristiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai
bencana nasional.
F. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi berasal dari bahasa yunani yaitu autos yang berarti sendiri
dan nomos yang berarti undang-undang. Dengan.demikian otonomi berarti
perundang-undangan sendiri (selfwetgevingl. Menurut perkernbangan
sejarah pemerintahan di lndonesia, otonomi sering mengandung arti
perundangan (regeling), mengandung arti pula pemerintahan (bestuur) (Riwu
Kaho: 1995:52).
hibah, dana darurat, dan
perundang-undangan Yang
I
I
28
Di lndonesia otonomi sering kali dirumuskan sebagai wewenang 
yang
diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri
berdasarkan pasal 18 UUD 1945, yang membagi lndonesia dalam 
daerah
besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya 
ditetapkan
dengan undang-undang.
Karena itu otonomi daerah dapat juga berarti hak, wewenang' dan
kewajibandaerahuntukciapatmengaturdanmengurusrumahtangganya
sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku'
otonomiDaerahmerupakankebebasanbergerakyangdiberikan
kepada daerah otonom, berarti memberi kesempatan kepadanya 
untuk
mempergunakanprakarsanyasendiridarisegalama€mkekuasaannya,
untuk mengurus kepentingan umum (penduduk) daerahnya'
Dalarn UU No. 5 tahun 1974 disebutkan bahwa otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewaiiban suatu daerah untuk mengatur 
dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 
perundang-
undangan Yang Uedaku-
SedangkandalamTapMPRRlNo.XV/MPR/1998tentang
Penyelenggaraan otonomi Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah 
adalah
pengaturan,pembagian,danpemanfaatansumberdayanasionalyang
berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalarn 
kerangka
Negara Kesatuan Republik lndonesia'
SelanjutnyadalamUUNo.22tahunlgggtentangPemerintah
Daerah khususnya pasal t huruf h dinyatakan bahwa otonomidaerah adalah
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kewenangandaerahotonomuntukmengaturdanmenguruskepentingan
masyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan 
peru ndang-u ndanga n'
Dengan bertitik tolak dari beberapa 
pendapat di atas' dapatlah
disimpulkanbahwaotonomidaerahpadaprinsipnyamengandungtigaaspek
pokok,yaituaspekhak'wewenang,dankebebasandalamrangkamengatur
danmengurusurusanrumahtanggasendiri.Untukitu,makadalamrangka
penyelenggaraanhaknya,.daerahharusdiberiwewenanguntukmerancang
organisasidanmanajemenpemerintahandaerahnya,diberiwewenanguntuk
menyelenggarakan berbagai urusan 
pemerintahan' dan dalam
menyelenggarakanwewenangnyadaerahdiberikebebasanuntukdapat
menggalisumber-sumberpendapatanaslidaerah(PAD),termasukdalam
bidangkeriasamalintasdaerahotonom,gunamembiayaipenyelenggaraan
hak'wewenang,dankebebasannyadalammengurusurusanrumah
tangganyasecaramandiriberdasarkanperaturanperundang-undanganyang
berlaku.
G. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah
Sebagai pelaksanaan dari UU No' 22 tahun 1999 
tentang
pemerintahan Daerah, maka secara umum prinsip-prinsip 
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dianut adalah 
asas dekonsentrasi' desentralisasi'
dan tugas Pembantuan'
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Dalampelaksanaannya,adabeberapaienisdarimasing.masingasas
itu yaitu :
1) Asas Desentralisasi
Pemerintah kePada
adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh
Daerah otonom dalam kerangka Negara 
Kesatuan
RePublik lndonesta'
Dalamrangkapelaksanaanasasdesentralisasidibentukdandisusun
Daerahotonom,yangselanjutnyadisebutDaerah,haliniseringdisebut
Pula desentralisasi teritorial'
Pengertiandaerahdalamkonteksdesentralisasiiniadalahkesatuan
masyarakathukumyangmempunyaibataswilayahtertentuyangberhak,
berwenang, dan bertanggung lawab mengatur 
dan mengurus rumah
tangganyasendiridalamikatanNegaraKesatuan,sesuaiperaturan
perundang-undangan yang berlaku'
z\AsasDekonsentrasiadalahpelimpahanwewenangdaripemerintah
kepadaGubemursebagaiwakilPemerintahdan/atauperangkatpusatdi
daerah-
Dalamrangkapelaksanaanasasdekonsentrasi,wilayahNegara
Kesatuan Republik lndonesia dibagi dalam 
wilayah-wilayah Provinsi dan
lbukota -Negara. wilayah Frovinsi dibgg! dalam 
wilayah-wilayah
KabupatendanKota.KemudianwilayahKabupatendanKotadibagi
dalam wilayah-wilayah Kecamatan'
3)AsasTugasPembantuanadalahpenugasandaripemerintahkepada
DaerahdanDesadandariDaerahkeDesauntukmelaksanakantugas
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tertentuyangdisertaipembiayaan,sarana.danprasaranasertasumber
dayaManusiadengankewajibanmelaporkanpelaksanaannyadan'
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan'
Dengandemikianatasdasarprinsip-prinsiptersebut,secaraformal
dan analisis asas-asas penyelenggaraan pemerintahan 
dapat dibedakan dan
dapatpuladipisahkansatusamalain'akantetapidalampelaksanaannya
dikerangkakan untuk dilakukan secara bersama-sama'
H. Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Sebagaimanatelahdikemukakandalampengertianotonomidaerah
bahwaotonomidaerahpadaprinsipnyamengandungtigaaspekpokok,yaitu
aspekhak,wewenang,dankebebasanmengaturdanmengurusurusan
rumah tangganya sendiri. Maka dapatlah dikatakan 
bahwa tuiuan pemberian
otonomikepadadaerahadalahuntukmemungkinkandaerahyang
bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan
daerah demi lebih efektifnya pelayanan terhadap masyarakat 
dan
pelaksanaan pembangunan (Suiamto : 1991:24)'
..'.'.:Dengan.rumusanyangdemikianitudapatdiartikanbahwabaik,
keserasian dengan tuiuan maupun aspek demokrasi atau 
pendemokrasian'
keduaduanyadianggappentingdalampenyelenggaraanpemerintahandan
pembangunan daerah'
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rumusan itu Andi Mustari Pide (1999' 72\ secara
bahwa tuiuan penyelenggaraan otonomi daerah
Sejalan dengan
terperinci menYatakan
adalah:
1 . Tercapainya kesejahteraan masyarakat;
2.TetaptegaknyakeutuhanNegaraKesatuanRepubliklndonesia;
3.Berkembangdanmeningkatnyademokrasidilndonesia.
Agar pemberian otonomi kepada daerah terlaksana sebagaimana
mestinya guna mencapaitujuan tersebut, maka harus mengutamakan daerah
Kabupaten dan Kota dengan prinsip bahwa daerah Kabupaten dan Kota
diasumsikan lebih mengetahui dan memahami kondisi aspirasi
masyarakatnya. sehingga untuk itu, maka daerah Kabupaten dan Kota harus
memiliki kemampuan yang menyangkut langsung kualitas sumber daya
manusia dan potensi sumber daya alam yang memadai'
l. Hasil Penelitian Terdahulu
1. sri Hastuty saruman (2003) dalam tesisnya yang berjudul, Pengeblaan
Retribusi Pasar Kota Makassar (sfudi Kasus Pasar Terong), yang
menyatakan bahwa besarnya potensi penerimaan retribusi Pasar Terong
adalah sebesar Rp. 603.921.600,- pertahun. Potensi tersebut r,nasih dapat
ditingkatkan dengan mengaktifkan jenis-jenis retribusi yang belum dikelola
secara rutin. Meskipun demikian, masih ada selisih antara iumlah potensi
dan jumlah target yang telah ditetapkan. Adapun kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar adalah: rendahnya
2.
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tingkat kesadaran masyarakat, masih terbatas tenaga-tenaga yang
terampil, masih rendahnya tingkat disiplin kerja petugas pelaksana dan
fasilitas yang kurang memadai. Ditinjau dari pengawasan masih relatif
kurang efektif, karena sistem pengawasan yang digunakan adalah sistem
pengawasan berjenjang.
Rosnaini (2004) dalam tesisnya yang berjudul, Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap Atokasi Anggaran Pendapatan Belania Daerah
(APBD) Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa sektor pertanian
merupakan sektor yang memberi andil terbesar dalam kegiatan
perekonomian Kabupaten Pinrang, yaitu 61,16 persen terhadap total PAD
antara tahun lggg 
- 
2003, disusul oleh sektor perdagangan pengolahan
yaitu sekitar 11,17 persen pada tahun 2003 dan merupakan urutan
terbesar kedua dalam kontribusi terhadap total PAD. Sementara sektor
jasa memberi sumbangan terhadap PAD sebesar 8,86 persen.
Hasrianti (2000) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pasar Sentnt Sungguminasa Kabupaten Gowa
yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar
sentral sungguminasa belum dapat dikategorikan "baiK sehubungan
dengan masih ditemukannya penyimpangan,prosedur khususnya yang
dilakukan oleh kolektor dan diabaikannya potensi pasar yang ada, sertia
kurangnya rasa tanggung jawab kepala pasar dalam mengontrol
pelaksanaan pemungutan retribusi.
3.
u4. Yustina Guling (2004) dalam penelitiannya yang berjudul, Analisis Potensi
Retribusi daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerch di
KabupatenSoppengmenyebutkanbahwadalamkurunwaktuSTbulan,
rasio keuangan yang terdiri dari retribusi iasa umum sebesar 27 '43o/o dan
retribusi iasa usaha sebesa r 20,23o/o, dan retribusi perizinan tertentu
sebesar 3,19% dikategorikan masih sangat rendbh' Hasil analisisnya
menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dari retribusi iasa usaha
dan retribusi perizinan tertentu terhadap y, baik secara simultan maupun
secara parsial, dan retribusi jasa umum merupakan retribusi yang
dominan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah'
Muhammad Kaisar (2003) dalam penelitiannya yang berjudul,
Pengelolaan Retribusi Pasar Di Dinas Pendapatan Daerah siniai'
menunjukkan bahwa Pengelolaan retribusi pasar sinjai dikategorikan
cukup baik setelah melihat hasil skor rata-rata dari pemungutan retribusi'
tarif retribusi pasar, kebijaksanaan petugas, waktu pelaksanaan pungutan,
sikap penjual dan segi keadilan. sedangkan melihat kendala-kendala
yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi pasar terdapat beberapa faktor
yaitu kurangnya personil pemungutftolektor, kurangnya kesadaran waiib
retribusi, kurangnya sarana operasional, kurangnya sarana pasar' Melihat
faktor-faktor penghambat tersebut, maka untuk meminimalkan kendala-
kendala yang dihadapi pemerintah daerah siniai perlu menambah
personil pengelola retribusi pasar sentral khususnya kolektor, pererintah
daerah harus lebih proaktif dalam memberikan pengertian kepada wajib
5.
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retribtlsialtanpentingnyaretribusipasafdanharusmeningkatkanfasilitas
passrd sarana perdtd<ung dan petsyaoen 
kepda masyarakat sehinggp
kontribusi retribusi pasar sentra,rterhdap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dapat meningkat'
IBAB III
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
A. Kerangka KonsePtual
seiring dengan semakin terakumulasinya penduduk pada kota-kota
besar, maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota
besar. Makassar sebagai salah satu kota besar di lndonesia bahkan menjadi
kota terbesar di lndonesia Timur juga mempunyai permasalahan yang
kompleks seperti halnya kota-kota besar di seluruh dunia.
Permasalahan yang dihadapi Makassar semakin kompleks, karena
semua permasalahan perkotaan biasanya saling terkait. Misalnya, masalah
semakin banyaknya warga urban, tingginya angka pengangguran yang
biasanya berkorelasi positif dengan tingginya angka kejahatan, masalah
ruwetnya transportasi dan juga menumpuknya sampah juga menjadi masalah
yang menjadi beban serta PR (pekerjaan rumah) bagi Pemerintah Kota untuk
menyelesaikannYa.
Semua permasalahan kota besar tersebut dalam penanganannya
tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah Kota Makassar
sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 ten!3ng Pemerintah Daerah
tentunya tidak bisa berpangku tangan dengan menunggu dana bantuan dari
pusat. pemerintah Kota harus kreatif, inovatif dan profesional 0""*
mengelola potensi daerah untuk dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan
asli daerah yang akan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang
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dlhadapi oleh daerahnya atau kotanya. Lebih-lebih lagi untuk melanjutkan
dan mengembangkan pembangunan yang ada di daerahnya.
sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan di Daerah, pasal 10 ayat (1), telah menyebutkan
bahwa: "Daerah berwenang mengelola sumber daya yang tersedia di
wilayrahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan
seuai dengan peraturan perundang-undangan'"
Ketentuan yang tertera dalam undang-Undang tersebut menyiratkan
pesan bahwa dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, pemerintah
daerah juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini tentunya
akan selaras dengan pengelolaan sampah, yang harus juga memperhatikan
faktor kelestarian alam dan kesehatan warganya'
untuk mampu mengelola sampah dengan baik, yang memenuhi
unsur-unsur AMDAL, kesehatan dan lain-lain tentunya memerlukan biaya
yang tidak sedikit. Apalagi dalam masalah sampah, sangat dipengaruhi oleh
kesadaran warga kota, kelengkapan sarana dan prasarana penanganan
sampah dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Ketiga faktor
tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi penanganan sampah di
Makassar. Dalam masalah pengadaan sarana dan prasarana penanganan i
sampah dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,
tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit'
Dana yang dibutuhkan dalam penanganan sampah seharusnya
kemudian tidak menjadi beban bagi--keuangan Pemerintah Kota, tetapi
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hendaknya justru dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan asli
daerah. Sampah yang kemudian oleh Pemerintah Kota Makassar di Perda-
kan dan mengenakan retribusi sampah kepada warganya akan menjadi salah
satu sumber pendanaan bagi pembangunan di Makassar apabila dikelola
secara efektif, efisien dan profesional'
optimalisasi pengelolaan retribusi sampah hendaknya menjadi suatu
keharusan bagi pemerintah kota, sehingga dari sampah dapat dijadikan
sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah dan bukannya menjadi
bumerang yang akan menjadi beban bagi keuangan pemerintah kota' Untuk
itu, upaya untuk menemukenali dan mengidentifikasi permasalahan sampah
sangat diperlukan guna dapat memformulasikan langkah-langkah strategis
dan komprehensif dalam penanganan sampah di Makassar.
Dalam upaya tersebut dapat diformulasikan melalui tingkat target dan
realisasi penerimaan retribusi sampah dalam lima tahun terakhir mulai tahun
2OO1 
- 
2005 ldentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi
penerimaan retribusi sampah juga diperlukan sehingga dapat diminimalkan
faktor yang menghambat dan dapat dioptimalkan faktor yang sudah
menunjang. Faktor-faktor tersebut, yaitu: kualitas SDM aparatur pengelola
retribusi sampah, sarana kerja yang ada dan sistem keria yang digunakan
oleh Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengelola retribusi
sampah. Hal inidapat dilihat pada bagan berikut ini'
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DIAGRAM KERANGKA KONSEPTUAL
RETRIBUSI SAMPAH
TARGET PE
RETRIBUS
TNERIMAAN
;I SAMPAH
REALISASI P
RETRIBUS
ENERIMAAN
iI SAMPAH
FAKTOR YANG MEMPENGARUH I
PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH
B. Hipotesis
Dari kajian pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, dapat
dikemukakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah
dirumuskan, yaitu:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi
sampah adalah kualitas SDM aparatur pengelola retribusisampah, tingkat
kesadaran masyarakat, dan sarana keria yang digunakan.
Z. Realisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar telah memenuhi
target yang telah ditetaPkan.
BAB IV
METODE PENELIT|AN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan mengambil tempat di kota Makassar, khususnya
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Pemilihan Makassar
sebagai tempat penelitian tentang optimalisasi penerimaan retribusi sampah
sebagai salah saiu sumber penerimaan asli daerah didasarkan pada
pertimbangan bahwa Makassar sebagai kota yang menjadi gerbang
perekonomian di wilayah lndonesia Timur serta kota yang bertekad unti.rk
mewujudkan kemandirian lokal. Upaya tersebut harus disertai dengan upaya
menggalang dana meialui optimalisasi potensi daerah demi kelangsungan
pembangunan di Kota Makassar.
Di samping itu, Makassar merupakan kota yang sedang menggiatkan
Program Makassar Teduh Bersinar. Upaya melaksanakan program tersebut
tentunya tidak bisa dipisahkan dengan upaya pengelolaan sampah sebagai
salah satu penyebab kotomya Makassar. Keberhasilan pelaksanaan Program
Makassar Teduh Bersinar salah satunya akan sangat dipengaruhi pula oleh
keberhasilan Pemerintah Kota dalam mengelola sampah yang ada di
daerahnya. Penelitian inidilaksanakan selama 2 bulan
B. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam . ini melalui tiga cara, yaitu:
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Pengamatan (Obseruation), yaitu melakukan pengamatan dan
pencatatan langsung yang sistematis terhadap obyek penelitian.
\y'Jawancara (lnteruiew), yaitu cara memperoleh data melalui percakapan
langsung atau pemberian pertanyaan secara lisan kepada responden
yang dijawab pula secara lisan.
3. Dokumentasi (Documentation), yaitu pengumpuian data berdasarkan
dokumen-dokumen dan laporan-laporan tertulis lainnya yang ada
hubungannya dengan penelitian ini.
., C. Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam dikategorisasikan ke clalam dua
bentuk, yaitu:
1. Data Primer, yaitu informasi yang diperoleh dari hasil jawaban lisan dari
wawancara, dokumentasi dan cbservasi yang dilakukan yang diarahkan
sesuai dengan tu.iuan penelitian yang telah dirumuskan. Respondennya
adalah aparat retribusidi Kota Makassar.
2. Data sekunder, yaitu data yang merupakan pendukung dari data primer
yang diperoleh di lapangan. Data ini dapat berbentuk tulisan-tulisan dari
penelitian-penelitian sebelumnya, dokumendokumen, buku-buku rujukan
dan literatur lain, baik yang berasal dari koran, tabloid maupun intemet
yang ada hubungannya dengan kajian yang dibahas..
1.
2.
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D. Populasi dan SamPel
Penelitian ini merupakan studi kasus, yang mempelajari faktor-faktor
yangmempengaruhipendapatanretribusisampahsebagaisalahsatu
sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Data yang digunakan
berupa data deret waktu atau fime senes dari hasil pungutan retribusi
sampah di Kota Makassar dan hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2001 - 2005. Dengan demikian
penelitian ini tidak menggunakan metode sampling'
E. Metode Anallsis
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berupa
mendeskripsikan kondisi riil di lapangan tentang penerimaan retribusisampah
sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah di Kota Makassar' Teknik
analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan bantuan tabel
rndingkan tingkat target dengan realisasipersentase sehingga dapatlah dibe
yang tercapai. Teknik iniiuga digunakan untuk melihat sejauhmana kontribusi
retribusi sampah terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar.
F. Definisi OPerasional
untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif terhadap konsep
yang dipergunakan dalam penelitian ini, akan dideskripsikan tentang definisi
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I
F
I
a
operasional untuk memberikan
pembaca, yaitu:
kesamaan per"sepsi antara peneliti dengan
1. Retribusi sampah adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh
masyarakat / warga terhadap jenis jasa (pengelolaan sampah) yang
disediakan oleh Pemerintah Kota- Semua pemerintah kota berusaha
membiayai sendiri semua komponen manajemen sampah, sehingga
retribusimerupakancarapendanaandarimasyarakat.
2. Target penerimaan retribusi sampah adalah perencanaan jumlah atau
hasil retribusi sampah yang ditetapkan oleh pemerintah kota yang harus
direalisasikan.
3. Realisasi penerimaan retribusi
setelah adanYa Pemungutan
sampah oleh Pemerintah kota-
sampah adalah penerimaan sebenarnya
retribusi yang diperoleh dari retribusi
4.
5.
Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah adalah kualitas
sDM aparatur retribusi, kesadaran warga dalam membayar retribusi
sampah, dan sarana kerja yang digunakan'
Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi
sampah adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam
mengoptimalkan penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu
sumber penerimaan asli daerah.
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah di
Kota Makassar
Setiap kegiatan apapun tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang
menghambat dan menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. ldentifikasi
faktor-faktor tersebut cukup penting, sehingga untuk selanjutnya dapat
diformulasikan langkah-langkah strategis yang dapat mengoptimalkan
pencapaian tujuan kegiatan tersebut.
Demikian halnya dengan upaya optimalisasi penerimaan retribusi
sampah di Kota Makassar sebagai upaya kontributif terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di
Kota Makassar. Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa target dan
realisasi penerimaan retribusi sampah terdapat kesenjangan dalam arti
jumlah yang ditargetkan pada umumnya masih belum mampu mencapai
bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kesenjangan tersebut
terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dan setiap
komponen retribusi memiliki kendala masing-masing secara spesifik- Di
samping itu terdapat peluang-peluang yang memungkinkan untuk
mengembangkan potensi-potensi retribusi yang ada, sehingga antara target
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iBAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah di
Kota Makassar
Setiap kegiatan apapun tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang
menghambat dan menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. ldentifikasi
faktor-faktor tersebut cukup penting, sehingga untuk selanjutnya dapat
diformulasikan langkah-langkah strategis yang dapat mengoptimalkan
pencapaian tujuan kegiatan tersebut-
. Demikian halnya dengan upaya optimalisasi penerimaan retribusi
sampah di Kota Makassar sebagai upaya kontributif terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di
Kota Makassar. sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa target dan
realisasi penerimaan retribusi sampah terdapat kesenjangan dalam arti
jumlah yang ditargetkan pada umumnya masih belum mampu mencapai
bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kesenjangan tersebut
terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dan setiap
komponen retribusi memiliki kendala masing-masing secara spesifik- Di
samping itu terdapat peluang-peluang yang memungkinkan untuk
mengembangkan potensi-potensi retribusi yang ada, sehingga antara target
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dan realisasi dapat berjalan sesuai renc€lna. Faktor-faktor yang
mempengaruhi tersebut antara lain:
1. Sumber Daya Manusia
Kecenderungan sumber daya manusia tentunya berkaitan dengan
kemampuan aparat pengelola retribusi daerah. Salah satu faktor yang turut
berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan retribusi daerah adalah tingkat
pendidikan aparat pengelola retribusi daerah-
Untuk menjelaskan hal tersebut, di bawah ini akan disajikan latar
belakang tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Makassar yaitu dengan jumlah pegawai sebanyak 87 orang yang terdiri dari
7g orang tenaga PNS dan 8 orang sebagai pegawai kontrak. Untuk melihat
tingkat pendidikan mereka, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1
Tingkat Pendidikan yang Dimiliki Pegawai Dinas Pendapatan Daerah
Kota Makassar
No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase
1
2
3
4
5
6
7
Doktor (S3)
Magister (S2)
Sarjana (S1)
Sarjana Muda / Diploma
SMA / SMK /MA
SMP / MTs
SD/MI
2
37
12
36
2,30
42,53
13,79
41,38
Jumlah 87 100
Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar,2006.
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Gambaran di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang
dimiliki aparat pada Dinas Pendapatan Daerah yakni tidak ada yang lulusan
53 atau mendapatkan gelar doktor, 2 orang (2,30%) yang berijazah S2',37
orang (42,53%) lulusan 51, 12 orang (13,79%, lulusan Sarjana Muda /
Diploma dan 36 orang (41,38%) tamatan SMA / SMK / MA' dan tidak ada
yang hanya lulusan sMP/MTs dan sD / Ml. Tingkat pendidikan aparat
pengelola retribusi pada dinas pendapatan daerah nampaknya belum
memadai bila dibandingkan dengan beban tugas yang diembannya seperti
perencanaan penetapan pembinaan, pendataan, pengawasan, koordinasi
dan pengendalian. Sementara itu ruang lingkup tugas tersebut di atas
memerlukan tenaga ahli dan terampil secara khusus di bidangnya'
Adapun pendidikan teknis yang pernah diikuti aparat pada Dinas
pendapatan Daerah Kota Makassar selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut' 
,"ber2
pendidikan Teknis yang Pernah Diikuti oleh Pegawai Dinas Pendapatan
Daerah Kota Makassar
No Jenis Pendidikan Teknis Frekuensi Persentase
1
2
3
4
5
6
7
Peningkatan PAD
Manajemen PAD
Bimbingan Teknis
Manajemen Proyek
Bendaharawan
Kepegawaian
Komputer
8
11
4
4
3
3
16
16,33
22,45
8,16
8,16
6,'l 
-2 .
6,12
32,66
Jumlah 49 100
atan Daerah Kota Makassar,2006.
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 87 pegawai pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Makassar hanya 49 orang yang pernah mengikuti
pendidikan teknis. Dari 49 orang tersebut 18 orang (20'69%) pernah
mengikuti pendidikan teknis peningkatan PAD, 21 orang (24,14o/o)
manajemen PAD, 4 orang (4,60%) bimbingan teknis, 14 orang (16,09%)
manajemen proyek, 3 orang (3,45o/o) bendaharawan, 3 orang (3,45o/o)
kepegawaian, dan 24 orang (27,58 %) komputer.
Gambaran di atas membuktikan bahwa pendidikan teknis yang pernah
diikuti aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, nampaknya b elum
bisa menunjang pelaksanaan tugas secara efektif. Keterbatasan sumber
daya manusia memberi implikasi terhadap pencapaian target dan realisasi.
lni terbukti dalam setiap tahun anggaran pada dinas/kantor/sub dinas antara
target dan realisasi tidak sesuai dengan rencana.
Di samping itu, kendala atau hambatan lain yaitu sehubungan dengan
bidang tugas yang diemban oleh aparat lebih bersifat spesiiik (pendidikan
khusus) yang menyangkut pendapatan daerah. Data yang diperoleh yang
berkaitan dengan pendidikan keahlian/keterampilan khusus sangat terbatas
dilaksanakan dan jumlah peserta yang diikutkan juga terbatas, akibatnya
jumlah aparat seharusnya mengikuti pendidikan tersebut hanya sebahagian
kecil.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pengelola retribusi
sampah ini diakui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
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yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan pokok yang menjadi
hambatan dalam meningkatkan penerimaan retribusi sampah sebagai 
salah
satu dari sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar' yaitu: 
1) Tingkat
kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat akan kewajiban
membayar retribusi kepada pemerintah daerah, 2) Kemampuan aparat
pengelola (sDM) khususnya aparat pemerintah (kolektor) yang masih rendah'
3) sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan dan pemungutan
retribusi sampah yang belum memadai. (Hasil wawancara dengan Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar)'
Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang
hanyaSTorangnampaknyamasihkurangdanperluuntukditambah
mengingat beban kerja yang dimiliki oleh dinas ini begitu luas'
Pengembangandanpenambahanjumlahpegawaibaikdalambentuk
menambahjumlahpegawaiy"n:.adadandibutuhkanmaupunkualifikasi
rik maupun dalam halpendidikan, baik dalam hal kemampuan akaden
kemampuan Profesionalisme'
Menurut Kasubag Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota
Mahassar mengemukakan bahwa biasa dalam penerimaan calon pegawai
ada kecenderungan menerima calon pegawai dengan tingkat pendidikan
SLTA, bukan sarjana. Hal ini mungkin berkaitan dengan konsekuensi
keuangan atau dana kepegawaian yang tersedia, implikasi lain dari hal
tersebut adalah dibutuhkannya pengembangan kemampuan pegawai 
yang
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ada. Kemampuan dan ketrampilan pegawai yang sudah ada senantiasa perlu
dikembangkan mengingat permasalahan dan tuntutan yang ada semakin
bervariasi dan dengan kualitas yang semakin tinggi pula (Hasil wawancara
dengan Kasubag Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota lvlakassar).
Pengembangan tenaga tersebut, baik dari segi jumlah maupun
kualifikasi atau spesifikasi pendidikan merupakan faktor yang sangat
mendasar. Hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan tugas sangat
ditentukan oleh orang-orang yang bekerja dalam tugas tersebut. Sebaik
apapun tugas tersebut, sesempurna apapun instrumen, sarana, kebijakan
atau aturan yang ada, pada akhirnya sangat ditentukan oleh siapa yang
dikenai atau menggunakan dan melaksanakan tugas tersebut.
2. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Retribusi
Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi
sampah di Kota Makassar sampai sekarang masih rendah. Hal ini
disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor penyebabnya adalah masih
rendahnya kualitas pelayanan aparat kebersihan kota dalam pengelolaan
sampah. Pada beberapa kasus dalam proses pembayaran retribusi sampah
yang dalam pelaksanaannya diikutkan dalam pembayaran rekening listrik,
beberapa warga terkadang enggan membayar karcis retribusi sampah
dikarenakan masyarakat menganggap petugas kebersihan yang tidak pernah
menjangkau tempat mereka dan mereka sendiri yang membawa sampahnya
ke tempat sampah dan tidak ada petugas kebersihan yang mengelola
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sampah di tempatnya. Hal ini banyak disebabkan oleh kurang tempat
penampungan sampah sementara.
Hal ini seperti yang dikemukakan warga di sela-sela pembayaran
rekening listrik yang menyatakan kekesalannya bahwa petugas kebersihan
tidak pernah datang ke lingkungannya, sehingga mereka sendiri yang harus
membawa sampah limbah rumah tangga mereka ke tepat penampungan
sampah sementara. Akibatnya mereka kemudian merasa enggan membayar
retribusi sampah kepada petugas PLN yang menangani pembayaran listrik
bersama dengan karcis retribusi sampah. Terkadang juga mereka kesal
dengan petugas yang tidak menyertakan tanda bukti pembayaran retribusi
sampah, sehingga mereka merasa petugas berupaya tidak jujur dalam
proses pembayaran retribusi. (Hasil wawancara dengan masyarakat)'
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi yang
dikenakan kepada mereka banyak disebabkan oleh pelayanan petugas yang
masih kurang optimal. Meskipun proses pembayaran retribusi sampah yang
diwajibkan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, namun hal ini
dianggap masih kurang optimal karena memang petugas kebersihan yang
masih dianggap belum pernah melaksanakan tugas yang harus dinikmati
oleh masyarakat. 4
Untuk itu, salah satu jalan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam membayar retribusi sampah adalah dengan jalan meningkatkan
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kualitas dan kuantitas pelayanan petugas kebersihan, sehingga masyarakat
merasa menikmati pelayanan yang telah mereka bayar. Ditambahnya tempat
penampungan sampah sementara dalarn bentuk bak sampah serta
ditingkatkannya kecepatan dalam proses pengangkutan sampah merupakan
salah satu cara untuk menunjukkan bahwa masyarakat telah dapat menikmati
fasilitas pelayanan publik yang telah mereka bayar. (Hasil wawancara dengan
Kasubdin Retribusi).
3. Sarana yang Digunakan
Dalam upaya penciptaan kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Makassar yang optimal, penciptaan kompensasi, pemberdayaan
pegawai dan budaya organisasi, tidaklah akan mampu menciptakan kinerja
pegawai yang baik tanpa dipenuhinya unsur-unsur penciptaan sarana kerja
yang baik.
Sarana kerja yang baik akan membuat pegawai dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik. sarana kerja merupakan media bagi pegawai dalam
menyelesaikan tugas-tugasnya. Sarana keria yang baik dapat meliputi:
1. penyediaan ruangan kerja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan
kenyamanan dalam bekerja.
2. Tersedianya peralatan yang memadai yang sesuai dengan bidang kerja
masing-masing, dan ;
3. Kondisi peralatan yang mendukung pekerjaan.
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana kerja
yang baik berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hal ini seperti
yang dikemukakan oleh A. A. Sutra (2003) dalam penelitiannya yang
menyatakan dalam penelitiannya bahwa efektivitas kineria dalam organisasi
itu dapat diukur dari tersedianya sarana kerja yang ada. Dengan sarana kerja
yang baik dan memadai, secara langsung akan memotivasi pegawai untuk
bekerja secara optimal. Terciptanya motivasi pegawai yang baik akan
membuat kinerja pegawai akan meningkat.
Secara umum kendala yang dihadapi beberapa dinas, kantor, dan sub
dinas pengelola retribusi dalam aspek sarana keria antara lain sepertifasilitas
kantor seperti komputer, ruangan kantor yang kondusif dan lainnya yang
tersedia belum sepenuhnya mencukupi semua beban keria yang ada,
mengingat lingkup kerja yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah
sangat luas. Begitu pula terbatasnya jumlah kendaraan roda dua dan roda
empat yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan'
padahal sarana transportasi ini sangat dibutuhkan utamanya untuk keperluan
yang berkaitan dengan pendataan, penagihan retribusi dan sebagainya'
Keterbatasan ini merupakan salah satu faktor penghambat dari maksimalnya
pendataan, pemungutan dan penyuluhan yang berkaitan tidak hanya
berhubungan pajak tetapi juga dengan retribusi daeia'h seperti halnya
53
retribusi sampah. (Hasil wawancara dengan Kasi Penagihan Dinas
Pendapatan Daerah Kota Makassar).
lmplikasi lebih jauh berkaitan dengan sarana dan prasarana ini adalah
salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan sehubungan dengan upaya
peningkatan pendapatan asli daerah adalah adanya kelengkapan sarana
operasional yang memadai, dalam arti bahwa sarana operasional tersebut
bila ingin meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah.
Keterbatasan sarana operasional tersebut (alat transportasi) akan
mempengaruhi kelancaran, luasnya jangkauan kerja dan jumlah produk kerja
yang dihasilkan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa dengan
dilengkapinya sarana operasional tersebut secara langsung akan
meningkatkan pendapatan daerah, karena aspek tersebut hanya merupakan
salah satu penunjang tetapi, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa sarana
kerja yang ada akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang
dihasilkan.
Untuk itu, dalam upaya mengefektifkan pengelolaan retribusi daerah
khususnya retribusi sampah di Kota Makassar antara lain dilakukan dengan
cara :
a. Perencanaan
Tenaga perencanaan pada dinas/kantor/sub dinas pengelola retribusi
daerah yang menguasai teknis perencanaan khususnya dalam penetapan
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target masih terbatas jumlahnya. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah dalam kapasitasnya sebagai koodinator Pendapatan Asli
Daerah dan sekaligus koodinator dalam penempatan target setiap tahunnya
tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan kenyataan yang terjadi setiap
Dinas/Kantor/sub Dinas pengelola retribusi daerah masing-masing
menetapkan target setiap tahun anggaran- Sementara itu Dinas/Kantor/Sub
Dinas tidak memiliki tenaga ahli dalam membuat rencana penetapan target
setiap tahun anggaran. Akibatnya setiap tahun anggaran antara target dan
realisasi tidak tercapai sesuai rencana'
salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menetapkan target
setiap tahun anggaran adalah data riil jumlah wajib retribusi, dari hasil
wawancara dengan aparat di beberapa Dinas/Kantor/sub Dinas sampai saat
ini belum memiliki data riil secara pasti mengenai jumlah wajib retribusi
padahal database yang akurat merupakan bahan penting untuk menyusun
rencana target. Begitu pula dalam menetapkan target tidak ditunjang dengan
observasi yang akurat, sehingga dalam merencanakan target tidak berdasar
pada potensi yang ada. Bahkan perencanaan target lebih mengacu pada
tahun anggaran sebelumnya. Perencanaan yang baik harus didukung dengan
datadata yang akurat dan juSa mampu mengidentifikasi masalah-masalah
yang ada serta mencari 'alternatif pemecahan. Dengan demikian upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi tampak lebih jelas dan terinci, dan praktis
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mudah digunakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan'
Ketidakberhasilan merealisasikan target selama 5 tahun terakhir (2001 -
2OO5), ini memberi arti bahwa potensi retribusi sampah sebagai salah satu
bentuk retribusi daerah belum direncanakan secara optimal'
b. Pengorganisasian dan Pembagian Tugas
SesuaihasilwawancaradenganKepalaSeksiPendataan,
Perencanaan dan Penetapan' pada Dinas Pedapatan Daerah Kota Makassar
dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan pendapatan
daerah belum berjalan efektif. selain karena persoalan sistem keria juga
disebabkan oleh faktor budaya. Dari aspek sistem kerja belum
difungsikannya pembagian tugas sesuai dengan job dalam struktur
organisasi, sehingga kadang kala teriadi tumpang tindih dalam pelaksanaan
tugas. Di samping itu penempatan dan pemanfaatan pegawai belum
disesuaikan dengan latar belakang pendidikan bakat dan keahlian. (Hasil
wawancara dengan Kasi Pendataan, Perencanaan dan Penetapan Dinas
Pendapatan Daerah Kota Makassar)-
c. Faktor Pengawasan
Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan retribusi
daerah adalah pengawasan. Aspek pengawasan sangat penting artinya
dalam setiap kegiatan khususnya dalam pengelolaan retribusi sampah' Bila
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aspek pengawasan terabaikan maka target yang telah ditetapkan tidak akan
mampu dicapai.
Dari hasil wawancara dengan Dinas/Kantorlsub Dinas pengelola
retribusi daerah menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan
sebagaimana mestinya. Akibatnya retribusi sampah yang diharapkan sebagai
unggulan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak terwujud.
d. Faktor Koordinasi
pelaksanaan koordinasi antar Dinas terkait penting artinya dalam
upaya mengefektifkan pengelolaan retribusi daerah. Koordinasi merupakan
prinsip manajemen yang diarahkan untuk melakukan kegiatan secara
terpadu.
Hasil pengamatan pada beberapa Dinas/Kantor/Sub Dinas pengelola
retribusi daerah, pelaksanaan koordinasi dilakukan setiap awal bulan dengan
melibatkan beberapa Dinas terkait, namun yang menjadi kendala adalah
Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pendapatan daerah tidak
melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dalam uraian tugas
yaitu mengkoordinir seluruh retribusi daerah dalam hal menetapkan target
pada setiap tahun anggaran. Begitu pula kendala yang dihadapi Sub Dinas
yang lainnya kurang koordinasi dengan aparat Kecamatan dan Desa,
akibatnya banyak wajib retribusiyang tidak terpantau oleh petugas lapangan.
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e. Sosialisasi Peraturan Daerah
Pemahaman tentang Peraturan Daerah yang mengatur prosedur, tata
cara pengurusan, besamya ienis pungutan retribusi daerah khususnya pada
retribusi sampah sampai saat ini belum dilakukan se€ra maksimal.
pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah tentang retribusi sesuai hasil
wawancara dengan beberapa responden wajib retribusi dan aparat Desa
menunjukkan bahwa sebagian besar responden kurang mengerti dan
memahami peraturan daerah. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam
upaya mengefektifkan pemungutan retribusi sampah- Padahal seharusnya
setiap pengelola retribusi sampah seharusnya melakukan sosialisasi secara
teratur, hal ini dimaksudkan agar wajib retribusi mengerti dan memahami
peraturan Daerah tentang retribusi dan pada akhirnya memberi kesadaran
kepada wajib retribusi untuk membayar-
Untuk itu, dalam upaya peningkatan PAD melalui penerimaan
retribusi sampah sebagai salah satu retribusi daerah ditempuh dengan
pemberlakuan UU No. 18 tahun 1997 dengan cara intensifikasi dan
ekstensifikasi.
l.lntensifikasi
lntensifikasi diartikan 
,sebagai suatu usaha meningkatkan
pendapatan dengan tidak menambah sumber-sumber baru- Dengan kata
lain bagaimana c€tra mengelola sumber-sumber penerimaan yang baik.
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upaya-upaya untuk peningkatan PAD melalui intensifikasi penerimaan
dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :
a. Efisiensi dan Efektifitas Pungutan
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan
retribusi sampah perlu dipertimbangkan bahwa pungutan yang
dilaksanakan akan mendatangkan keuntungan. Dalam arti bahwa
biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pungutan tersebut harus
lebih sed ikit d iband ingkan dengan besarnya pu ng utan/penerimaan'
Dalamhalmenghindariterjaditunggakan,dapatditempuh
dengan cara pencatatan yang lebih terperinci dan pembukuan dengan
teratur. Dengan demikian dapat mudah diketahui pembayar retribusi
yang belum memenuhi kewajibannya. Yang lebih penting lagi adalah
peningkatanpelayanankepadamasyarakatsebagaipembayar
retribusi sampah untuk dapat menikmati jasa pelayanan umum yang
diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam memberikan
kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi
kewajibannYa.
Untuk mengetahui ienis pungutan mana yang perlu
diintensifkan, dapat dilakukan dengan cara skala prioritas, artinya
masing-masing sumber PAD dinilai kemudian ditetapkan mana yang
akan diintensifkan Pungutannya'
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b. Penyusunan Tarif .
salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar melalui optimalisasi
pemungutan retribusi sampah adalah dengan penyesuaian tarif'
Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan cllra mengadakan
perubahan peraturan daerah yang dianggap tak sesuai lagi dengan
keadaan saat ini. Di dalam mengadakan penyesuaian tarif tidak hanya
besarnya tarif saja, akan tetapi dapat pula merubah atau menambah
jenis kriteria yang dipakai sebagai dasar dalam penentuan tarif-
c. Administrasi
Administrasi yang dimaksud di sini adalah berupa
penyempumaan pendataan, penetapan, penagihan dan
penatausahaan yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat
menjamin kelancaran, ketepatan aliran uang atas hasil pungutan ke
Kas Daerah. Dari penyempurnaan administrasi diharapkan dapat
memberikan informasi yang cepat dapat diadakan pemeriksaan dan
pengawasan.
d. Kepegawaian
Kemampuan aparat dalam mengelola sumber-sumber
pendapatan daerah secara baik hanya dapat diperoleh apabila aparat
dimaksud senantiasa dilibatkan dalam berbagai proses pembinaan
dan peningkatan keterampilan yang pada akhirnya terlahir aparat yang
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mempunyai SDM yang handal, misalnya melalui kegiatan seperti,
Latihan Keuangan Daerah (LKD), Kursus Keuangan Daerah (KKD)'
Latihan Keuangan Pembukuan dan Bendaharawan, Diklat Manajemen
Pendapatan Daerah dan lain-lain sebagainya.
2, Ekstensifikasi
Ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai
suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dengan cara memperluas atau menambah obyek-obyek penerimaan
sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru. Dalam hal ini, ada dua
cara yang ditempuh pemerintah Kotamadya Makassar, yaitu :
a. Penggalian Sumber Peneimaan Baru
Menggali sumber penerimaan baru dimaksud dengan pencarian
sumber baru, serta peraturan yang mengatur sumber-sumber yang
selama ini belum dikelola oleh daerah baik berupa program kemitraan
yang dapat melibatkan / memberi kesempatan bagi pihak swasta
dalam berbagai proyek-proyek yang dianggap strategis dan produktif,
dimana perlu melibatkan investasi yang sangat besar, umpamanya
pembangunan obyek wisata, sentra-sentra produksi dan lainlain
sebagainya.
Sebagai kesimpulan dari deskripsi tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu sumber
pen$apatan asli daerah, maka dapat disimpulkan beberapa kebijakan yang
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2.
perlu dilakukan guna mengatasi kendala-kendala sehubungan dengan
peningkatan penerimaan retribusi sampah, antara lain:
1. Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan,
baik formal maupun non formal, pendidikan penjenjangan, pelatihan
teknis manajemen. Dengan upaya tersebut diharapkan aparat pengelola
dapat memiliki keahlian khusus seperti perencanaan, penetapan,
pengorganisasian, dan pengawasan guna mendukung peningkatan
realisasi penerimaan PAD khususnya retribusi sampah.
Menambah tenaga pengelola retribusi sampah di bidang administrasi dan
pengelolaan data, tenaga operasional lapangan dengan merekrut tenaga
kontrak untuk ditempatkan pada unit kerja yang dianggap kurang.
Menata kembali sistim dan prosedur pengelolaan retribusi daerah
khususnya retribusi sampah.
Mengusahakan pembelian kendaraan dinas baik roda dua maupun roda
empat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Melakukan tertib administrasi pendapatan asli daerah melalui kegiatan
pengawasan fungsional dan pengawasan melekat oleh setiap instansi /
unit keria.
Meningkatkan sistim koordinasi antar dinas/kantor/sub dinas terkait guna
memantapkan kegiatan secara terpadu khususnya dalam penetapan
target dan sistim pemungutan retribusi sampah.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
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Melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang pungutan
retribusiyang diatur dalam Perda.
Berusaha meninjau kembali peraturan daerah yang tidak sesuai dengan
kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga mengembangkan potensi-
potensi retribusi yang baru yang memungkinkan untuk dipungut.
B. Realisasi Penerimaan Retribusi sampah di Kota Makassar
Suatu organisasi, apakah itu suatu perusahaan atau lembaga / instansi
pemerintah, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas selalu melibatkan
beberapa orang yang menjalankan fungsi sesuai dengan kebijaksanaan
pimpinan.
salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah meningkatkan
usaha pembangunan daerah dengan menggali sumber dana yang ada untuk
membiayai pembangunan daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya
menuju daerah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, Dinas
Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai aparat pemupukan pendapatan
perlu ditingkatkan dan dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan kepada
masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah, agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan lancar maka ditetapkan susunan tata keria dinas
pendapatan daerah di Kota Makassar'
Dalam peraturan daerah ditetapkan kedqdukan tugas dan fungsi Dinas
Pendapatan Daerah sebagai berikut : 
*
1.
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Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah
a. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang pendapatan daerah
b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah'
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah
dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya'
untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan
dan pembinaan, koordinasi tehnis dan tugas-tugas lain yang
diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib daerah dan wajib
retribusi daerah.
c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB
yang dilaksanakan oleh Dirjen PajaU Direktorat Pajak Bumi dan
Bangunan.
d. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai Peraturan Yang berlaku'
2.
3.
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e. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran
pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
f. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan
daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya
g. Melakukan tugas perenmnaan dan pengendalian operasional di
bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah,
penerimaan aslidaerah dan PBB.
h. Melakukan urutan tata usaha.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan
Daerah Kota Makassar juga mempunyai tugas mengeloia retribusi sampah
sebagai salah satu jenis retribusijasa umum yang digunakan kembali untuk
mengelola sampah serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Kota
Makassar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973442
tentang Sistem Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan pendapatan
lainnya dan $reraturan Daerah Kotamadya Makassar Nomor 2 tahun 1992
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Makassar, maka prosedur I cara pengelolaan PAD pada Dinas
Pendapatan Daerah Kotamadya Makassar terdiri dari beberapa tahap
sebagai berikut:
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1. Pendataan
Untuk mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar
diperlukan data tentang jumlah warga masyarakat yang membayar retribusi,
namun diakui bahwa metode pengelolaan data masih bersifat manual yaitu
dilakukan dengan tangan dan bantuan alat lainnya misalnya kertas, mesin
hitung, atau komputer dan lain-lain.
2. Penetapan
Dari data yang telah dikumpulkan serta diolah lebih lanjut, maka
kegiatan berikutnya adalah menetapkan besarnya retribusi yang harus
dikenakan terhadap masing-masing pembayar retribusi. Disamping itu
ditetapkan pula potensi dari masing-masing jenis penerimaan yang
merupakan bahan masukan dalam menetapkan besarnya anggaran atau
target setiap jenis penerimaan dalam satu Tahun Anggaran.
3. Penagihan
Dalam merealisir target yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kegiatan penagihan sangat berperan
karena aktivitas penagihan mewarnai realisasi Pendapat Daerah. Untuk
menentukan jenis penerimaan apa yang harus diintensifkan penagihannya,
dapat dilihat pada realisasitiap jenis penerimaan setiap bulan.
oleh karena itu, Kepata Dinas pendapatan daerah daram
kemampuannya mengambil keputusan dan langkah-langkah kebijakan
harus bertitik tolak pada data yang tersedia mengenai tingkat realisasi
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masing-masing pos penerimaan yang prosentasenya lebih 100% mencapai
tahapan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk
ditelaah penyebabnya sehingga dalam mengambil keputusan dimaksud
dapat tepat sasarannya.
4. Pelaporan dan Pembukuan
Kegiatan ini merupakan alat pengendalian dalam arti pengukuran
prestasi dan penyimpangannya dari rencana. Bilamana informasi yang
disajikan dalam laporan tersebut terlalu jauh antara tingkat realisasi dan
rencana, maka perlu diadakan pengaturan dan pembentukan prosedur atau
program.
Sementara itu, untuk melihat seberapa besar penerimaan PAD dari
retribusi sampah Kota Makassar sebagai salah satu jenis retribusi jasa
umum dalam lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3
Target Can Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah pada Dinas Pendapatan
- 
Daerah Kota Makassar Selama Tahun 2001 - 2005
Tahun Target
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Yo
2001
2002
2003
2004
2005
1.182.300.000
1.492.900.000
1.879.200.000
2.658.900.000
2.906.300.000
982.680.000
1.027.600.000
1.364.253.000
2.026.090.900
2.426.805.000
83,12
68,83
72,60
72,20
83,50
Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2006
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Jika kita perhatikan tabel 3 di atas maka terlihat bahwa penerimaan
retribusi sampah di Kota Makassar dari tahun 2001 sampai dengan tahun
2005 belum pernah me;rcapai target yang telah ditetapkan. pada tahun 2001
meliputi target sebesar Rp. 1.182.300.000 dan realisasi sebesar Rp.
982.680.000, dengan demikian target yang dicapai hanya g3,12 o/o. pada
tahun 2002 meliputi target sebesar Rp. 1.492.900.000 dan realisasi sebesar
Rp. 1-027.600.000, dengan demikian target yang dicapai hanya 6g,g3 %.
Pada tahun 2003 meliputi target sebesar Rp. 1.879.200.000 dan realisasi
sebesar Rp. 1.364.2s3.000, dengan demikian target yang dicapai hanya
72,60 o/o- Pada tahun 2oo4 meriputi target sebesar Rp. 2.658.g00.000 dan
realisasi sebesar Rp. 2.026.090.900, dengan demikian target yang dicapai
hanya 72,20 o/o- pada tahun 200s meriputi target sebesar Rp. 2.906.300.000
dan realisasi sebesar Rp. 2.426.g0s.000, dengan demikian target yang
dicapai hanya 83,50 %.
Selanjutnya untuk melihat kontribusi penerimaan retribusi sampah
terhadap Pendapatan Asri Daerah Kota Makassar tahun 2oo1 sampai
tahun 2005, maka diadakan analisis dengan menggunakan tabel sebagai
berikut :
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Tabel 4
Kontribusi Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar selama Tahun 2001 
- 
2005
Tahun Pendapatan Retribusi Kontribusi
Asli Daerah (Rp) Sampah (Rp) o/o
2001 60.329.182.000 982.680.000 1,63
2002 66.492.900.000 1.027.600.000 1,55
2003 72.879.200.000 1.364.253.000 1,87
2004 84.658.900.000 2.026.090.900 2,39
2005 92.906.300.000 2.426.805.000 2,61
Jumlah 377.266.482.000 7.827 .428.900 2,07
Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2006
Dengan menggunakan data tabel 2 tersebut, dapat dilihat bahwa
pada tahun 2001, jumlah kontribusi retribusi sampah terhadap keseluruhan
jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sebesar 1,6370, tahun 2002
sebesar 1,55 o/o, tahun 2003 sebesar 1,87, tahun 2004 sebesar 2,39 dan
tahun 2005 sebesar 2,61 o/o. Total akumulasi semua kontribusi penerimaan
retribusi sampah Kota Makassar terhadap pendapatan Asli Daerah Kota.
Makassar dari tahun 2001 sampai tahun 2005 dapat dihitung dengan
menggunakan analisis persentase dengan rumus sebagai berikut:
n
o/s= 
- 
x10oo/o
N
7.827.428.900
o/o 
=
377.266:482.000
x 100 %
F
F
F
F
F
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FII
r
F
E
Ft
F
F
E
g
F
E
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E
E
E
E
E
E
E
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E
F
E
E
E
F
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F
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Fr
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olo= A,0207 x 100
o/o 
= 2,O7
Berdasarkan dari hasil di atas diperoleh bahwa kontribusi retribusi
sampah terhadap pendapatan asli daer.ah di Kota, Makassar selama lima
tahun terakhir (2001-2005) sebesas 2,07 olo. Jadi, secara keseluruhan dapat
disimpulkan batrwa Retribusi Sarnpah tetah memberikan pengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,W ok.
BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat
dikemukakan beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu:
1. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi
sampah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah: faktor-faktor
tersebut adalah: 1) Masih rendahnya kualitas SDM aparatur pengelola
retribusi, baik dari pendidikan formal yang dimiliki maupun pendidikan
teknis yang pernah diikutinya,2l Masih rendahnya kesadaran masyarakat
dalam membayar retribusi, dan 3) Kurangnya sarana kerja yang
digunakan, sehingga operasionalisasi kegiatan kurang optimal. untuk
mengefektifkan pengelolaan retribusi sampah dilakukan dengan cara: 1)
Perencanaan, 2) Pengorganisasian dan pembagian tugas, 3)
Pengawasan, 4) Koordinasi, dan s) sosialisasi peraturan Daerah.
Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi sampah dilakukan
rnelalui mekanisme intensifikasi yang meliputi efisiensi dan efektivitas
pemungutan, penyusunan tarf, administrasi, kepegawaian, dan
ekstensifikasi melalui penggalian sumber penerimaan baru.
:2. Penerimaan retribusi sampah dalam lima tahun terakhir (2001 
- 
200s)
belum pernah mencapai target yang telah ditetaBkan. Realisasi
penerimaan retribusi sampah hanya berkisar antara 68 
- 
p3 % {pri-target
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yang ditetapkan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh retribusi
sampah terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun
w.aktu lima tahun terakhir sebesar 2,07o/o dari keseluruhan Pendapatan
Asli Daerah Kota Makassar.
B. Saran-saran
1. Untuk lebih meningkatkan hasil realisasi retribusi sampah di Kota
Makassar hendaknya semua petugas pengelola retribusi sampah Kota
Makassar dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga masyarakat merasa
telah membayar sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan kepada
mereka.
Untuk menghindari adanya kebocoran dalam pemungutan, hendaknya
pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari para kolektor
agar lebih ditingkatkan.
Di pihak lain bagi Wajib bayar Retribusi hendaknya setiap selesai bayar
retribusi kepada kolektor, supaya tidak lupa meminta karcis sebagaitanda
bukti telah membayar retribusi sampah.
Begitu pula Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat lebih banyak
tong-tong sampah dan tempat pembuatan sampah sementara sesuai
dengan perkiraan volume sampah setiap hari, sehingga masyarakat dapat
lebih dekat membqang sampahnya serta merasa bahwa retribusi yang
telah mereka bayarkan telah digunakan kembali untuk perbaikan
pelayinan kepada mereka.
2.
3.
4.
Ft.
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